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I. UMUM 

Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pemberian fasilitas 

perpajakan, antara lain untuk menampung kemungkinan perjanjian 

dengan Negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi 

internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya. 

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing 

serta pejabatnya diberikan berdasarkan asas timbale balik. Untuk Badan 

Internasional, saat ini pembebasan tersebut diberikan dengan 

mendasarkan kepada status Badan Internasional yang bukan merupakan 

subjek Pajak Penghasilan. Dalam rangka menyelaraskan dengan Pasal 16B 

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, pemberian pembebasan Pajak 

Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada 

www.peraturan.go.id


